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BAB IV 

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DARI KETENTUAN PENUNTUTAN 

MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DAN THAILAND 

 

Setiap negara memiliki sistem peradilan pidana yang berbeda-beda, 

sehingga terdapat banyak kekurangan maupun kelebihan dari sistem peradilan 

pidana masing-masing negara. Negara tidak dapat dikatakan bersalah jika 

sistem peradilan dari suatu negara memiliki banyak kekurangan di dalam 

pelaksanaannya, karena tidak ada hukum yang sempurna di dunia ini. Begitu 

pula kelebihan dan kekurangan dari ketentuan penuntutan di Indonesia dan 

Thailand, yang memiliki banyak perbedaan. Namun, perbedaan ketentuan 

tersebut dapat dijadikan sebagai bahan koreksi terhadap ketentuan penuntutan 

di Indonesia, sehingga tujuan hukum yakni keadilan dapat terwujud di dalam 

sistem peradilan pidana Indonesia. Berikut kelebihan dan kekurangan dari 

ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia dan Thailand 

yang akan penulis paparkan. 

A. Kelebihan dan Kekurangan dari Ketentuan Penuntutan Menurut 

Hukum Acara Pidana Indonesia 

Setiap hukum di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing, seperti halnya juga Hukum Acara Pidana 

Indonesia yang memiliki kelebihan-kelebihan mendasar, seperti:  

• Lebih diperhatikannya hak-hak tersangka dan terdakwa; 

• Adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan; 

• Diaturnya dasar hukum untuk penangkapan/penahanan disertai 

dengan pembatasan jangka waktunya; 

• Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi; 
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• Ketentuan mengenai dimungkinkannya penggabungan perkara 

gugatan ganti kerugian pada perkara pidana; 

• Tersedianya upaya-upaya hukum yang lebih lengkap; 

• Ketentuan mengenai koneksitas; serta 

• Adanya pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.
60

 

 

Namun kekurangan dari Hukum Acara Pidana Indonesia adalah 

sebagaimana yang penulis kutip yakni  : 

Bahwa di dalam KUHAP ketentuan yang mengatur tentang hak asasi 

manusia yang menjadi korban kejahatan kurang mendapat perhatian 

dari pembentuk undang-undang, karena ketentuan-ketentuan 

mengenai hak asasi manusia yang dituangkan dalam KUHAP pada 

umumnya hanya mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa 

serta hak-hak Penasihat Hukum (BAB VI Pasal 50 s/d 68 jo BAB VII 

Pasal 69 s/d 74), sedangkan hak asasi korban kejahatan dalam 

KUHAP dapat dikatakan tidak ada atau tidak diatur secara jelas 

(secara tersurat), kecuali hak mengajukan laporan atau pengaduan 

kepada Penyelidik/Penyidik (Pasal 108 ayat (1) KUHAP) dan hak 

menggugat ganti kerugian melalui Praperadilan (Pasal 80 KUHAP) 

atau pemeriksaan gugatannya dapat digabungkan dengan pemeriksaan 

perkara pidana (Pasal 98 jo 99 KUHAP).
61

  

 

Sistem peradilan pidana di Indonesia lebih mengarah kepada Due 

Process Model, yang mana dalam model ini diberlakukan apa yang 

dinamakan dengan “Presumtion Of Innocence” (asas praduga tidak 

bersalah)
62

, yakni tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah 

secara hukum. 

 Sistem penuntutan yang dianut menurut Hukum Acara Pidana 

Indonesia adalah : 

1. Mandatory Prosecutorial System : 
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Berdasarkan sistem ini, jaksa dalam menangani suatu perkara hanya 

berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal 

yang di luar yang sudah ditentukan (kecuali dalam keadaan-keadaan 

tertentu). 

2. Discretionary Prosecutorial System : 

Pada sistem ini, jaksa dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu 

dan bisa mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian atau 

penanganan suatu kasus. Dalam sistem ini Jaksa dalam mengambil 

keputusan, selain mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada, juga 

mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

suatu tindak pidana, keadaan-keadaan dimana tindak pidana itu 

dilakukan, atribut-atribut pribadi dari terdakwa dan korban, tingkat 

penyesalan terdakwa, tingkat pemaafan dari korban dan 

pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik
63

. 

 

Dari kedua sistem penuntutan tersebut, Indonesia menganut keduanya 

dan ini merupakan kelebihan dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam 

melakukan penuntutan sebagaimana yang penulis kutip, yakni :  

Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penuntutan adalah 

menganut kedua sistem tersebut, masuk dalam Mandatory 

Prosecutorial System di dalam penanganan perkara tindak pidana 

umum dan masuk juga dalam Discretionary Prosecutorial System di 

dalam penanganan tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi). Hal 

ini mengacu kepada Pasal 284 ayat 2 KUHAP dan tindak pidana 

berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu kepada Pasal 

21 ayat 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak 

Asasi Manusia. Dengan demikian sistem yang dianut oleh Kejaksaan 

RI merupakan perpaduan dari kedua sistem tersebut yang tampaknya 

tidak dianut oleh kejaksaan di negara-negara lain
64

. 

 

Kelebihan dari ketentuan penuntutan di Indonesia adalah diaturnya 

dengan tegas mengenai standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi 

untuk melakukan penuntutan ke pengadilan, karena alat bukti yang 

ditemukan harus menunjukkan tersangka diduga keras telah melakukan 

pidana (dalam penangkapan) atau terdakwa telah melakukan tindak pidana 

������������������������������������������������������������
63 Marwan Effendy, Op. Cit, Halaman 86. 

 
64 Ibid, Halaman 87.�



�

(dalam penjatuhan putusan). Hal ini dinyatakan jelas dalam Pasal 17 

KUHAP yang menyatakan bahwa:  

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. 

 

Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat 

dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang 

betul-betul melakukan tindak pidana. Senada dengan penjelasan di atas 

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 

 

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah 

untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi 

seseorang, serta ditambah dengan adanya pra-penuntutan, yang mana 

dalam tahap ini jaksa penuntut umum Indonesia dapat memberikan 

petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan yang kurang lengkap kepada 

penyidik, sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, serta 

dalam hal wewenang penuntutan, Indonesia menganut asas legalitas yang 

mana dalam hal ini jaksa penuntut umum wajib melakukan penuntutan 

kepada setiap orang yang diduga melakukan pidana apabila bukti yang ada 

telah cukup, sehingga jaksa penuntut umum tidak akan bersikap subjektif 

dalam melakukan penuntutan .  

Kekurangan dari ketentuan penuntutan yang dianut oleh kejaksaan 

Republik Indonesia adalah dalam hal Mandatory Prosecutorial System 
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karena dalam sistem ini jaksa penuntut umum menangani suatu perkara 

hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada, sehingga jaksa penuntut 

umum tidak dapat secara langsung menangani suatu kasus tersebut seperti 

halnya melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan 

dan pemeriksaan korban dan saksi. Hal tersebut hanya berlaku pada tindak 

pidana korupsi saja dan tidak berlaku pada tindak pidana umum.  

Berdasarkan ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana 

Indonesia, yang berwenang melakukan penuntutan hanya jaksa penuntut 

umum yang disebut dengan dominus litis
65

, sehingga tidak ada pihak lain 

yang boleh melakukan penuntutan selain jaksa penuntut umum, oleh 

karena itu korban kurang diberdayakan dalam proses peradilan pidana 

sehingga masalah hak asasi korban seringkali terabaikan, karena jaksa 

penuntut umum yang merupakan pengacara dari korban seringkali tidak 

dapat memahami penderitaan yang dialami oleh korban akibat tindak 

pidana yang menimpa diri korban, maka jika dalam hal ini korban dapat 

diberdayakan dan dapat pula diberi kesempatan untuk menjadi bagian 

dalam proses peradilan pidana, seperti pada jenis penuntutan joint 

prosecutors maka korban secara langsung dapat memperjuangkan keadilan 

atas dirinya dengan dibantu oleh jaksa penuntut umum yang memiliki 

pengetahuan dan dasar hukum yang bagus untuk mendampingi korban 

pada saat melakukan penuntutan sehingga jaksa penuntut umum dapat 

berempati terhadap penderitaan korban dan ikut memperjuangkan keadilan 

������������������������������������������������������������
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bagi diri korban serta tetap memperjuangkan keadilan bagi kepentingan 

umum, sehingga dengan tidak adanya kesempatan bagi korban untuk 

menjadi bagian dari proses peradilan pidana, aparat penegak hukum dalam 

hal ini jaksa penuntut umum dapat saja melakukan tindakan yang 

sewenang-wenang dengan alasan yang mengatasnamakan kepentingan 

publik. 

Dalam hal penggabungan perkara untuk ganti kerugian seperti yang 

penulis sampaikan pada BAB III mengenai korban yang mengajukan 

masalah ganti kerugian yang terdapat di dalam Pasal 141 KUHAP, 

merupakan kekurangan dari hukum acara pidana Indonesia dalam hal 

perlindungan terhadap korban pidana, yakni dikatakan pada Pasal 141 

KUHAP ini bahwa :  

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan 

membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang 

sama atau hampir bersamaan dia menerima beberapa berkas perkara 

dalam hal : 

a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama 

dan kepentingan tidak menjadikan halangan terhadap 

penggabungannya; 

b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang 

lain; 

c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan 

yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada 

hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi 

kepentingan pemeriksaan”. 

 

Bukan kata “dapat” seharusnya yang dinyatakan dalam Pasal ini, 

tetapi kata “wajib”, karena jaksa penuntut umum dalam hal ini telah 

mengambil alih hak korban atau telah menjadi wakil dari korban untuk 

melakukan penuntutan, sehingga sudah seharusnyalah jaksa penuntut 
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umum memperhatikan masalah ganti kerugian tersebut, karena seperti 

yang terjadi pada prakteknya dalam hal ganti kerugian ini penuntut umum 

baru dapat melakukan gabungan perkara apabila korban telah meminta 

penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana tersebut, 

jadi dapat dikatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak memperhatikan 

masalah ganti kerugian ini.  

Pengaturan mengenai ganti kerugian ini merupakan bentuk 

perlindungan hukum bagi korban kejahatan, namun dalam pelaksanaannya 

hampir tidak pernah digunakan oleh korban atau ahli warisnya dalam 

menuntut haknya terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pelaku 

kejahatan. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan, belum 

adanya sosialisasi yang intensif, atau korban sudah menganggap dari awal 

bahwa hak tersebut percuma untuk diajukan karena beranggapan pelaku 

kejahatan tidak akan membayar kerugian akibat perbuatannya tersebut. 

B. Kelebihan dan Kekurangan dari Ketentuan Penuntutan Menurut 

Hukum Acara Pidana Thailand 

Kelebihan dari ketentuan penuntutan di Thailand adalah bahwa pihak 

korban sangat diberdayakan sehingga hak asasi korban dapat 

diperjuangkan oleh korban itu sendiri dan juga oleh jaksa penuntut umum 

yang akan lebih memahami dan ikut merasakan penderitaan akibat suatu 

tindak pidana yang terjadi kepada korban dan disamping itu juga jaksa 

penuntut umum bisa tetap memperjuangkan kepentingan umum namun 

tidak melupakan kepentingan korban. Mengenai bentuk penuntutan private 
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prosecution dan joint prosecutors ini, apabila korban diberdayakan dan 

menjadi bagian dari proses peradilan pidana, maka akan mengacaukan 

sistem peradilan pidana itu sendiri, karena korban dalam hal ini 

memperjuangkan keadilan bagi dirinya secara emosional karena diberi 

kesempatan untuk balas dendam akibat tindak pidana yang dilakukan oleh 

tersangka kepada dirinya, sehingga akan memicu terjadinya ketidakadilan 

bagi si tersangka pula dan keadilan akan bersifat subyektif atau individual 

justice, namun pengaturan yang terdapat di dalam Criminal Procedure 

Code Thailand mengenai joint prosecutors yang merupakan bentuk 

penuntutan gabungan antara korban dan jaksa penuntut umum, diatur 

dengan baik yakni berdasarkan Pasal 32 Criminal Procedure Code 

Thailand yang menyatakan bahwa : 

“Where a public prosecutor and an injured person become co-

plaintiffs in a case, if the public prosecutor is of an opinion that such 

injured person is likely to cause damage to the case by committing or 

omitting any acts during the proceedings of such case, the public 

prosecutor may file a motion requesting the Court to order the injured 

person to commit or omit such acts (Dimana seorang penuntut umum 

dan korban melakukan tuntutan bersama dalam sebuah kasus, jika 

penuntut umum mengeluarkan suatu pertimbangan dimana korban 

dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian dalam kasus, dengan 

melakukan atau menghilangkan beberapa tindakan selama proses 

membawa kasus ke pengadilan berlangsung, penuntut umum boleh 

mengajukan permohonan berupa mosi kepada pengadilan untuk 

memerintahkan korban untuk melakukan atau menghilangkan 

tindakan tersebut)”. 

 

Berdasarkan Pasal 32 Criminal Procedure Code Thailand ini, maka 

korban harus tunduk pada perintah penuntut umum selama menjalankan 

proses penuntutan agar proses penuntutan dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang ada dan baik kepentingan korban maupun kepentingan 
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umum yang diwakilkan oleh penuntut umum dapat tercapai dengan seadil-

adilnya, sehingga dengan adanya pengaturan seperti ini, korban tidak akan 

memperoleh kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan 

kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan tersangka ataupun 

merusak jalannya persidangan. Oleh karena itu, hal ini merupakan tugas 

jaksa penuntut umum untuk selalu mengawasi segala tindakan korban 

selama proses peradilan disamping mendampingi korban untuk 

memperjuangkan keadilan bagi diri korban, selain itu dengan diberikannya 

kesempatan kepada korban untuk tampil dalam proses peradilan pidana, 

dapat meminimalisasi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak 

hukum. 

Dari analisis yang penulis lakukan, sistem peradilan pidana Thailand 

lebih mengarah kepada “Crime Control Model” dan berlaku apa yang 

disebut dengan “Presumtion Of Guilty” (asas praduga bersalah), 

sebagaimana yang penulis kutip yakni : 

“Crime Control Model didasarkan atas anggapan bahwa 

penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk 

menindas pelaku kriminal (Criminal Conduct) dan ini adalah tujuan 

utama dari proses peradilan pidana. Sebab dalam hal ini yang 

diutamakan adalah ketertiban umum (Public Order) dan efisiensi, 

dalam model inilah berlaku “Sarana Cepat” dalam rangka 

pemberantasan kejahatan, kelemahan dalam model ini adalah 

seringkali terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia demi efisiensi. 

Jadi, proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan 

berlandaskan prinsip cepat (speedy) dan tuntas (finality)”.
66

  

 

Dari kutipan di atas, maka penulis menganalisis bahwa sistem 

peradilan Thailand lebih mengarah kepada “Crime Control Model”, 
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karena perlakuan yang diberikan oleh pengadilan terhadap terdakwa 

selama proses peradilan berjalan adalah dengan merantai kaki si terdakwa 

serta memborgol tangannya dan baju tahanan yang digunakan pun sangat 

lusuh dan tidak diperbolehkan untuk berganti seragam tahanan selama 

proses peradilan berjalan dan pada saat putusan pidana dijatuhkan oleh 

pengadilan dan juga pada saat pelaksanaan pidana, sehingga baik ketika 

berada di dalam tahanan ataupun saat sedang melaksanakan persidangan, 

borgol dan rantai kaki tetap dikenakan oleh terdakwa serta baju yang 

dikenakan adalah baju tahanan yang dikenakan terdakwa selama masa 

tahanan. Kemudian selain perlakuan pengadilan terhadap terdakwa, pada 

saat proses penyelesaian kasus pada saat di persidangan pun dilakukan 

secara berkelanjutan (continou), maksudnya adalah pada saat kasus pidana 

yang pertama selesai disidangkan, hakim langsung melanjutkan pada kasus 

pidana yang kedua dan seterusnya hingga batas waktu sidang yang 

ditetapkan, sehingga tidak terdapat semacam ceremonial atau 

penghormatan kepada majelis hakim pada saat kasus pidana yang kedua 

dan seterusnya sedang disidangkan, penghormatan kepada majelis hakim 

hanya dilakukan pada saat hakim baru memasuki ruang sidang dan saat 

keluar ruang sidang. Oleh karena itu dari pernyataan tersebut dapat dilihat 

bahwa peradilan Thailand sangat mengutamakan prinsip cepat (speedy) 

dan tuntas (finality) dalam menyelesaikan perkara pidana, maka dari itu 

menurut penulis sistem peradilan pidana yang dianut oleh Thailand adalah 

Crime Control Model”.    
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Kekurangan dari ketentuan penuntutan yang dianut oleh kejaksaan 

Thailand yakni sama dengan kekurangan yang terdapat pada kejaksaan RI 

yakni bahwa kejaksaan Thailand menganut sistem penuntutan Mandatory 

Prosecutorial System
67

. Tetapi kekurangan dari ketentuan penuntutan di 

Thailand bukan hanya karena kejaksaannya menganut Mandatory 

Prosecutorial System saja, namun jaksa penuntut umum Thailand juga 

tidak memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada penyidik 

dalam melengkapi hasil penyidikan yang masih kurang, sehingga untuk 

melakukan penuntutan jaksa penuntut umum hanya berdasarkan pada bukti 

yang diperoleh oleh penyidik. Selain itu dengan tidak adanya standar 

minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke 

pengadilan seringkali antara penyidik dan jaksa penuntut umum terjadi 

konflik, dimana penyidik merasa bahwa bukti yang diperoleh telah cukup 

untuk melakukan penuntutan sehingga penyidik segera melimpahkan 

berkas perkara pidana dan membuat surat rekomendasi kepada jaksa 

penuntut umum untuk segera melakukan penuntutan karena bukti yang 

diperoleh telah cukup, namun ketika jaksa penuntut umum memiliki 

pendapat atau pertimbangan yang berbeda dengan penyidik bahwa bukti 

yang diperoleh belumlah cukup untuk melakukan penuntutan, jaksa 

penuntut umum akan mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik, 

sehingga pada tahap ini terjadi bolak-balik berkas penyidikan antara 

penyidik dan jaksa penuntut umum karena tidak adanya standar minimum 
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alat bukti yang harus dipenuhi untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, 

sehingga hal ini hanya berdasarkan pada pertimbangan dari masing-masing 

penyidik dan jaksa penuntut umum saja, apakah telah cukup bukti ataukah 

belum untuk melakukan penuntutan. Kekurangan lainnya dari ketentuan 

penuntutan menurut hukum acara pidana Thailand adalah wewenang untuk 

menuntut atau tidak, jaksa Thailand mempunyai pilihan yang luas. 

Walaupun tidak cukup bukti, jaksa dapat mengajukan perkara ke 

pengadilan, sebaliknya walaupun cukup bukti ia dapat tidak menuntut 
68

, 

sehingga dapat dikatakan bahwa di Thailand wewenang penuntutannya 

menganut asas oportunitas.  

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan 

dari ketentuan penuntutan di Thailand dan Indonesia, yang mana kelebihan 

dari ketentuan penuntutan di Thailand yakni bahwa pihak korban diberi 

kesempatan untuk dapat ikut memperjuangkan haknya dengan turut 

melakukan penuntutan baik dengan bentuk penuntutan private prosecution 

ataupun joint prosecutors, dan dalam bentuk penuntutan joint prosecutors  

akan membuat jaksa penuntut umum lebih memahami dan ikut merasakan 

penderitaan akibat suatu tindak pidana yang terjadi kepada korban dan 

disamping itu juga jaksa penuntut umum bisa tetap memperjuangkan 

kepentingan umum namun tidak melupakan kepentingan korban, sehingga 

korban tidak hanya fungsinya terbatas pada pelaporan atau pengaduan di 

kepolisian saja, sedangkan yang menjadi kekurangan dari ketentuan 
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penuntutan menurut hukum acara pidana Thailand yakni hukum acara 

pidana Thailand tidak mengatur secara tegas mengenai standar minimum 

alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan, 

yang mana hal ini akan memicu konflik antara jaksa penuntut umum dan 

penyidik, karena dalam hal ini penyidik memiliki kesempatan untuk 

menyatakan pertimbangannya bahwa berdasarkan bukti yang telah 

diperoleh dapat dilakukan penuntutan, hal ini akan bersinggungan jika 

jaksa penuntut umum memiliki pendapat yang berbeda bahwa bukti yang 

diperoleh belumlah cukup, selain itu tidak adanya kewenangan jaksa 

penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik apabila bukti 

yang ada tidak cukup untuk melakukan penuntutan, maka untuk 

melakukan penuntutan jaksa penuntut umum hanya berdasarkan pada 

kecukupan bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan, serta dengan 

dianutnya asas oportunitas dalam hal wewenang penuntutan di Thailand, 

akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk 

bersikap subjektif dalam menuntut seseorang.  

Kekurangan dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana 

Indonesia adalah tidak adanya kesempatan bagi korban untuk tampil dalam 

sistem peradilan pidana, yakni kesempatan untuk melakukan penuntutan 

baik dalam bentuk private prosecution maupun dalam bentuk joint 

prosecutors, selain itu kurang diperhatikannya kepentingan korban, yang 

mana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia mengatur bahwa jaksa 

penuntut umum adalah wakil atau pengacara dari korban, tetapi mengenai 
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persoalan penggabungan ganti kerugian yang terdapat di dalam Pasal 98 

KUHAP menyatakan bahwa korban yang harus meminta kepada jaksa 

penuntut umum untuk dilakukan penggabungan perkara ganti kerugian, 

padahal dalam hal ini jaksa penuntut umum telah mengambil alih hak 

korban dan menjadi wakil korban untuk melakukan penuntutan, sehingga 

sudah selayaknya lah jaksa penuntut umum memikirkan yang menjadi 

kepentingan korban dan tidak hanya memikirkan kepentingan umum, 

sehingga masalah hak asasi korban seringkali terabaikan. Kelebihan dari 

ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia adalah 

bahwa hukum acara pidana Indonesia mengatur dengan tegas mengenai 

standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan 

penuntutan ke pengadilan serta adanya kewenangan jaksa penuntut umum 

untuk memberikan petunjuk kepada penyidik jika bukti yang diperoleh 

belum cukup, serta dengan dianutnya asas legalitas dalam hal wewenang 

penuntutan di Indonesia, tidak akan membuat jaksa penuntut umum 

bersikap subjektif dalam melakukan penuntutan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada BAB sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh 

penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Di Thailand, bentuk penuntutan ada tiga bentuk, yakni Public 

Prosecutor, Private Prosecution, dan Joint Prosecutors. Di Indonesia, 

hanya terdapat satu bentuk penuntutan, yakni jaksa penuntut umum 

(Public Prosecutor), sehingga hak untuk melakukan penuntutan hanya 

berada pada pundak jaksa penuntut umum yang disebut dengan 

dominus litis.  

2. Kelebihan dari ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana 

Thailand adalah pihak korban diberi kesempatan untuk dapat ikut 

memperjuangkan haknya dengan turut melakukan penuntutan baik 

dengan bentuk penuntutan private prosecution ataupun joint 

prosecutors, sedangkan kekurangannya yakni hukum acara pidana 

Thailand tidak mengatur secara tegas mengenai standar minimum alat 

bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke 

pengadilan, tidak adanya kewenangan jaksa penuntut umum untuk 

memberikan petunjuk kepada penyidik apabila bukti yang ada tidak 

cukup untuk melakukan penuntutan, serta dengan hanya dianutnya 

asas oportunitas dalam wewenang penuntutan akan membuat jaksa 
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penuntut umum bersikap subjektif dalam melakukan penuntutan. 

Kekurangan dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana 

Indonesia adalah tidak adanya kesempatan bagi korban untuk tampil 

dalam sistem peradilan pidana, yakni kesempatan untuk melakukan 

penuntutan baik dalam bentuk private prosecution maupun dalam 

bentuk joint prosecutors, dan kurang diperhatikannya kepentingan 

korban, dalam hal penggabungan ganti kerugian yang terdapat di 

dalam Pasal 98 KUHAP, sedangkan kelebihannya adalah bahwa 

hukum acara pidana Indonesia mengatur dengan tegas mengenai 

standar minimum alat bukti untuk melakukan penuntutan ke 

pengadilan, adanya kewenangan jaksa penuntut umum untuk 

memberikan petunjuk kepada penyidik jika bukti yang diperoleh 

belum cukup, dan dengan dianutnya dua asas dalam wewenang 

penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, yang membuat 

jaksa penuntut umum tidak akan bersikap subjektif dalam melakukan 

penuntutan. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu diharapkan dalam 

rancangan KUHAP, korban dapat turut serta di dalam sistem peradilan pidana 

yakni dengan memasukkan ketentuan mengenai hak penuntutan yang berada 

pada setiap orang, dalam hal ini yang menjadi korban tindak pidana, dalam 

upaya memberikan perlindungan kepada korban sehingga kepentingan korban 

dapat diperhitungkan pula.  
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